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MOTTO

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka
menyerah ( Thomas Alva Edison).

Saya begadang, saya bimbingan, saya begadang, saya ujian dan saya
SARJANA'!

Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah
disakiti. Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton.

“Hari ini kamu adalah orang yang sama dengan dirimu di lima tahun
mendatang, kecuali dua hal : orang-orang yang ada di sekelilingmu dan
apa yang telah dirimu lakukan”

Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan
membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai,
sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan.

Dan pada akhirnya, bukan berapa tahun dalam kehidupan anda yang

dilihat. Tapi, bagaimana kehidupan anda dalam tahun2 tersebut (Abraham
Lincoln).
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ANALYSIS OF THE LOCAL INCOME, THE GENERAL ALLOCATION
FUND, SPECIAL ALLOCATION, REVENUE SHARING AND
ALLOCATION OF CAPITAL EXPENDITURE
(Studies in Bengkulu City Government for Fiscal Year 2008-2012)

By : Caesario Pratama ¥
Ridwan Nurazi ?

ABSTRACT

This reasearch aims to determine how the local income, the general
allocation fund, a special allocation, revenue sharing and allocation of capital
expenditure goverment of Bengkulu city from 2008 until 2012. Sample that used
in this research was the realization of the budget report and a summary revised
APBD based on object details of income, expenditure and financing government
of Bengkulu city in 2008 nuntil 2012.

The sample taken from government of Bengkulu city was using purposive
sampling method. Focus of this research was directed at analyzing the local
income, the general allocation fund, a special allocation, revenue sharing and
allocation of capital expenditure. While the method of data analysis was
descriptive analysis.

Results illustrate Bengkulu city government has been good in the original
local opinions processing because of the years 2008-2012 Local Revenue
Bengkulu city continues to rise. However Bengkulu city government should
gradually reduce dependence on the central government because of the years
2008-2012 the number of The General Allocation Fund, Special Allocation and
Revenue Sharing is still quite large. While Allocation Of Capital Expenditure,
proving Bengkulu city government, still prioritizing spending on personnel than
on capital expenditure, this is certainly not good, because capital spending is
essential to the welfare of society.

Key words : The Local Income, The General Allocation Fund, Special
Allocation, Revenue Sharing and Allocation Of Capital
Expenditure.
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ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL
(DBH), DAN PENGALOKASIAN BELANJA MODAL
(Studi Pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008-2012)

By : Caesario Pratama ¥
Ridwan Nurazi ?

RINGKASAN

Indonesia memasuki babak baru pengelolahan pemerintah dari sistem
sentralisai menjadi sitem desentralisai. Bentuk pelaksanaan system desentralisasi
ditandai dengan berlakunya otonomi daerah yang sejalan dengan Undang Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor
25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah yang mengatur tentang Otonomi Daerah dan Desentralisai
Fiskal. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk
memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam. Sumber dana bagi
daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan
DAK) dan Pinjaman Daerah. Tiga sumber tersebut langsung dikelola oleh
pemerintah daerah melalui APBD, melalui kerjasama dengan pemerintah pusat.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan
pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan
publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk
aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.
Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas
layanan publik, karena asset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja
modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh
pemerintah daerah,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana
Bagi Hasil (DBH), dan pengalokasian Belanja Modal Pemerintah kota Bengkulu
dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Ringkasan Perubahan APBD
Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan pemerintah
Kota Bengkulu, tahun anggaran 2008-2012.

Penetapan sampel yang diambil dari Pemerintahan Kota Bengkulu ini
menggunakan metode purposive sampling. Fokus penelitian ini diarahkan pada
menganalisis bagaimana bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH),
dan pengalokasian Belanja Modal. Sedangkan metode analisis datanya
menggunakan analisis deskriptif.



Hasil penelitian menggambarkan pemerintah kota Bengkulu sudah baik
dalam pengolahan Pendapat Asli Daerah karena dari tahun 2008-2012 Pendapatan
Asli Daerah kota Bengkulu terus mengalami kenaikan. Akan tetapi pemerintah
kota Bengkulu secara perlahan-lahan harus mengurangi ketergantungan terhadap
pemerintah pusat karena dari tahun 2008-2012 jumlah alokasi Dana Alokasi
Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil masih cukup besar.
Sedangkan dalam pengalokasian belanja daerahnya, membuktikan pemerintah
kota Bengkulu, masih mengutamakan belanja pegawai dari pada belanja modal,
hal ini tentu saja tidak baik, karena belanja modal sangat penting untuk
kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pengalokasian
Belanja Modal.

Y Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu
2) Dosen Pembimbing
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia memasuki babak baru pengelolahan pemerintah dari sistem
sentralisai menjadi sitem desentralisai. Bentuk pelaksanaan system desentralisasi
ditandai dengan berlakunya otonomi daerah yang sejalan dengan Undang Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor
25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah yang mengatur tentang Otonomi Daerah dan Desentralisai
Fiskal (Adi, 2012).

Disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan
cara untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan, karena dalam hal ini
pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola keuangan
daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan
evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
fungsi pemerintahan yang disebut sebagai otonomi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dituntut
kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah

dan pembangunan. Anggaran belanja rutin maupun pembangunan tidak lagi



berasal dari pusat, tetapi lebih banyak berasal dari sumber-sumber daerah sendiri.
Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang lebih besar dalam
pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan otonomi daerah di satu sisi disambut
baik oleh sebagian pemerintah daerah (kabupaten dan kota), namun disisi lain
justru direspon sebaliknya dikarenakan belum siapnya daerah memasuki era ini
karena rendahnya kapasitas fiskal daerah (Adi, 2012).

Pembiayaan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi
dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberi
kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam.
Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan
(DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daerah. Tiga sumber tersebut langsung
dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, melalui kerjasama dengan
pemerintah pusat (Halim, 2009).

Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif
dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan
pembangunan. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering
diukur dengan menggunakan kinerja PAD. Besar kecilnya penerimaan PAD
seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi
daerah. Pajak dan Retribusi daerah (yang merupakan komponen penyumbang
PAD terbesar) seharusnya mampu membiayai belanja pemerintah daerah

(Kuncoro, 2007).



Pemerintah pusat terkadang juga ikut campur tangan melalui pemberian
transfer atau bantuan (dana perimbangan) bagi daerah. Hal ini pula yang menjadi
penyebab munculnya permasalahan di daerah, seperti masih adanya arogansi
pemerintah pusat yang hingga kini belum menyerahkan kewenangan pengelolaan
sumber daya alam kepada daerah. Sikap pemerintah pusat yang demikian ini
sangat menyulitkan departemen keuangan untuk menghitung secara pasti berapa
penghasilan yang didapati dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah.

Selain itu, pemerintah pusat memandang bahwa PAD ke depan sangat
strategis didalam menyukseskan proses desentralisasi, persoalannya adalah
bagaimana pemerintah daerah mengembangkan dan mengefektifkan PAD tanpa
harus membebani investor atau masyarakat lokal. Menurut Saragih (2003), bahwa
dikhawatirkan otonomi daerah mengalami penyempitan makna menjadi
kebebasan untuk memungut pajak dan retribusi oleh daerah, terutama pada
daerah-daerah yang minim sumberdaya alam sehingga hanya sedikit mendapatkan
dana bagi hasil (profit sharing). Otonomi daerah selama ini dalam kenyataanya
tidak berhasil mengembangkan potensi daerahnya, tetapi lebih banyak mematikan
potensi yang ada. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu
mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan
salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada
publik.

Pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal
produktif dan program-program layanan publik, misalnya untuk pembangunan.

Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari belanja modal, yaitu harus disesuaikan



dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas
pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Halim, 2006). Pergeseran komposisi
belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam
rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk
peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan,
infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal
diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena asset tetap yang
dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam
memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah, khususnya di lingkungan
Pemerintah Kota Bengkulu.

Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar
pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaaan dari daerahnya sendiri
yaitu sektor pendapatan asli daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004, pendapatan
asli daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari
daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pajak daerah dan
retribusi daerah selama ini merupakan sumber pendapatan daerah yang dominan,
olen karena itu perlu ditingkatkan penerimaannya. Pelaksanaan kewenangan
Pemerintah Daerah dalam upaya pembangunan, Pemerintah Pusat akan
mentransfer dana perimbangan yang tediri dari Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan penggunaan
semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Dana transfer dari
pemerintah pusat harus digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah

daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.



Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai
kegiatan operasional didaerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan
ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut
pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah.
Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan
kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Berdasarkan uraian
diatas penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan data selama 5 tahun
terakhir di Pemerintah Kota Bengkulu yaitu tahun anggaran 2008-2012, dangan
judul: “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Pengalokasian
Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran
2008-2012)%.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan
dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah
Kota Bengkulu?

2. Bagaimana gambaran Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintah
Kota Bengkulu?

3. Bagaimana gambaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Pemerintah

Kota Bengkulu?



4. Bagaimana gambaran Dana Bagi Hasil (DBH) pada Pemerintah Kota
Bengkulu?
5. Bagaimana gambaran Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah
Kota Bengkulu?
Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada
Pemerintah Kota Bengkulu.

2. Untuk menganalisis Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintah
Kota Bengkulu.

3. Untuk menganalisis Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Pemerintah
Kota Bengkulu.

4. Untuk menganalisis Dana Bagi Hasil (DBH) pada Pemerintah Kota
Bengkulu.

5. Untuk menganalisis Pengalokasian Belanja Modal pada
Pemerintahan Kota Bengkulu.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penyusun, penelitian ini bermanfaat untuk menambah
pengetahuan dan memperluas wawasan tentang analisis Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pengalokasian Belanja

Modal pada Pemerintah Kota Bengkulu.



2. Bagi para mahasiswa, khususnya jurusan manajemen penelitian ini
dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pembanding untuk

menambah pengetahuan dan informasi.

3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan
informasi tambahan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan

serta dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya.

15  Batasan Masalah
Penelitian ini agar tidak melenceng dari pembahasan, maka batasan
masalahnya adalah:
1. Variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana

Bagi Hasil (DBH), serta pengalokasian Belanja Modal.

2. Sampelnya adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Ringkasan
Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja
Dan Pembiayaan pemerintah Kota Bengkulu, tahun anggaran 2008-
2012., yang memberikan gambaran terbaru mengenai perkembangan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja

Modal.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Daerah

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu,
dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien. Berkaitan
dengan hal tersebut maka berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan dan
untuk apa saja sumber keuangan tersebut digunakan menjadi perhatian utama bagi
Pemerintah Daerah. Pengertian keuangan daerah menurut Penjelasan Umum Pasal
156 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai
dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan
milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah baik berupa
uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam rangka
menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sebagaimana keuangan negara,
keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang
dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam
keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dan barang inventaris milik daerah, sedangkan yang
termasuk dalam keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD).



2.1.1 Anggaran Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan organisasi sektor publik yang
kegiatannya berkaitan dengan usaha memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Dalam menjalankan kegiatannya, pemerintah dituntut untuk
dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimilikinya seefektif dan
seefisien mungkin serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Untuk itu, maka diperlukan perencanaan yang matang terutama dalam
penggunaan keuangan pemerintah daerah, karena pada dasarnya keuangan
daerah seluruhnya adalah milik publik. Perencanaan keuangan daerah ini
dituangkan dalam bentuk anggaran.

Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa anggaran sektor publik
adalah anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan
kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai
pendapatan, belanja, dan aktifitas. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa
anggaran publik merupakan suatu rencana financial yang menyatakan,
berapa biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan berapa
banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana
tersebut (pendapatan).

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pembahasan keuangan daerah tidak dapat terlepas dari pembahasan
mengenai APBD. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 menyebutkan bahwa,

anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disebut APBD,



adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan

dengan peraturan daerah. Adapun fungsi APBD yang perlu diketahui

adalah:

1. Fungsi Otorisasi, yaitu APBD merupakan dasar untuk melaksanakan
pendapatan dan belanja pada tahunnyang bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan, yaitu APBD merupakan pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang
bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan, yaitu APBD merupakan pedoman untuk menilai
apakah penyelenggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi, yaitu APBD harus diarahkan untuk menciptakan
lapangan kerja atau mengurangi pengeluaran dan pemborosan sumber
daya dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

5. Fungsi Distribusi, yaitu APBD meruupakan kebijakan anggaran daerah
yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

6. Fungsi Stabilisasi, yaitu APBD merupakan anggaran pemerintah
daerah yang menjadi alat untuk memlihara dan mengupayakan

keseimbangan perekonomian daerah.
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2.1.3 Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia

Perubahan paradigma baru dalam pengelolaan dan penganggaran
daerah merupakan akibat dari penerapan otonomi daerah di Indonesia.
Penganggaran kinerja (performance budgeting) merupakan konsep dalam
penganggaran yang menjelaskan Kketerkaitan antara pengalokasian
sumberdaya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur. Proses
penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selanjutnya RPJMD dijabarkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun.
Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) yang dijadikan dasar dalam penyusunan APBD.
Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima
penyerahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang
sebelumnya disusun oleh Pemda untuk disetujui. Setelah Pemda
menyetujui PPAS, selanjutnya disusun Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan menjadi APBD.
2.1.4 Penetapan APBD

Proses penetapan APBD melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBDMenurut
ketentuan dari Pasal 104 Permendagri No. 13 Tahun 2006, Raperda
beserta  lampiran-lampirannya yang telah  disusun  dan
disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan

oleh ke pala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu
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pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun
anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan
bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah
terlaksana paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan dimulai. Atas dasar persetujuan bersama tersebut,
kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah
tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda
APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah
disepakati bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan
oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah mendapat pengesahan
dari Gubernur terkait. Selanjutnya menurut Pasal 108 ayat (2)
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, apabila dalam waktu 30 (tiga
puluh hari) setelah penyampaian Raperda APBD Gubernur tidak
mengesahkan  raperda  tersebut, maka kepala daerah
(Bupati/Walikota) berhak menetapkan Raperda tersebut menjadi
Peraturan Kepala Daerah.

Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD Raperda APBD pemerintahan
kabupaten/kota yang telah disetujui dan rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh
Bupati/Walikota harus disampaikan kepada Gubernur untuk di
evaluasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Evaluasi ini

bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan
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kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan
kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD
kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya.
Hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan
gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15
(lima belas ) hari kerja terhitung sejak diterimanaya Raperda
APBD tersebut.

Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD tahapan terakhir adalah menetapkan
raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun
anggaran sebelumnya. Setelah itu Perda dan Peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh
Bupati/Walikota kepada Gubernur terkait paling lama 7 (tujuh) hari

kerja setelah tanggal ditetapkan
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2.1.5 Pengertian Pendapatan Daerah

Di dalam keuangan daerah terdapat hak-hak yang dapat dinilai
dengan uang yang tercermin dalam pendapatan daerah. Pendapatan daerah
yang dipungut oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk membiayai
berbagai pengeluaran pemerintah sehubungan dengan tanggung jawab
sebagai pelayan publik (public service). Pendapatan daerah pada dasarnya
merupakan penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau
penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak pemerintah
daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun bersangkutan.
2.1.5.1 Sumber Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah membawa dampak dalam
pengelolaan keuangan daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk
mengatur dan mengurus keuangannya sendiri. Agar pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lancar maka pemerintah
mengaturnya dalam pasal 155 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, sebagai berikut:
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Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas
beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
Administrasi  pemdanaan  penyelenggaraan  urusan

pemerintahan.

Selain itu, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah

diberikan sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan berbagai tugas

dan tanggung jawabnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku yaitu Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah pasal 157 dan 159, sumber-sumber pendapatan

bagi daerah terdiri atas:

1.

Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu

L

o

hasil pajak daerah,
hasil retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

lain-lain PAD yang sah.

Dana perimbangan, terdiri atas:

a.

b.

C.

Dana Bagi Hasil.
Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Khusus.
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3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan, menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
daerah pasal 5 menyebutkan bahwa:

1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas

Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.

2. Pendapatan Daerah sebagaimana bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah.
b. Dana Perimbangan.
C. Lain-lain Pendapatan.
3. Pembiayannya, bersumber dari:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah,
b. Penerimaan pinjaman daerah,
C. Dana Cadangan Daerah,
d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang
harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan Asli
Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah sangatlah penting karena PAD
menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangnnya
sendiri yang kemudian menjadi sebuah ukuran kinerja bagi Pemerintah
Daerah dalam proses pengembangan ekonomi daerah. Menurut Halim

(2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan
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daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Darwanto & Yulia

(2007) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan

terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa

besarnya PAD menjadi salah satu factor penentu dalam menentukan
belanja modal. Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengklasifikasi PAD
menjadi empat jenis pendapatan sebagai berikut:

1. Pajak daerah; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame,
pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak
sarang walet, pajak lingkungan.

2. Retribusi daerah; retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi
perizinan tertentu.

3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
bagian laba Bank Pembangunan Daerah (BPD), bagian laba
perusahaan daerah, dan hasil investasi pada pihak ketiga.

4. Lain-lain PAD yang sah yaitu semua pendapatan yang bukan berasal
dari pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan daerah dan dipungut serta disetorkan ke kas daerah dalam
tahun anggaran berjalan, antara lain : hasil penjualan kekayaan daerah
yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas
tuntuan kerugian daerah, penerimaan komisi atau potongan akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah,

penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
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uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendpatan denda retribusi.
2.1.7 Dana Alokasi Umum (DAU)

Kebijakan perimbangan keuangan membawa dampak terhadap
semakin besarnya kesenjangan kemampuan antara daerah, khususnya
karena setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan daerah yang
berbeda-beda. Pengaturan Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan untuk
mengurangi kesenjangan tersebut, yang berarti daerah yang memiliki
kemampuan keuangan yang relatif besar akan memperoleh Dana Alokasi
Umum yang realtif kecil demikian sebaliknya.

Pasal 1 UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan : Dana
Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber
dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dana alokasi umum
ditetapkan sekurang-kurangnya 26% yang kemudian disalurkan kepada
provinsi sebesar 10% dan kabupaten atau kota sebesar 90% dari total dana
alokasi umum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun

2005 Pasal 37 yaitu:
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1. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-
kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negri
Neto.

2. Proporsi dana alokasi umum antara provinsi dan kabupaten/kota
dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

3. Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi dana alokasi umum
antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10%
(sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).

4. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan dalam APBN.

2.1.8 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang Undang nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi
Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK
diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan,
dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang
panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk
penyertaan modal. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang
memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan

alokasi DAK. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi
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DAK. Hal yang dimaksud dengan fungsi dalam rincian belanja negara
antara lain terdiri atas layanan umum, pertahanan, ketertiban dan
keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum,
kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan
sosial.

2.1.9 Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan Undang Undang No. 33 Tahun 2004, Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil yang
ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis,
yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya
alam). Dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup
potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam
mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang
bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan
dana alokasi khusus.

2.1.10 Belanja Modal

Sejalan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, daerah harus
dapat mengembangkan daerahnya sendiri agar apa yang menjadi tujuan
diselenggarakannya otonomi daerah dapat terlaksana. Untuk itu diperlukan

banyak dana yang harus dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam
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2.2

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang
salah satunya adalah belanja modal. Menurut Permendagri No. 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan,
belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap
lainnya.

Menurut Halim (2001), belanja modal merupakan belanja yang
manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau
kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti
biaya pemeliharaan. Jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam
APBD sekurang-kurangnya 29 persen dari belanja daerah sesuai amanat
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-

2014.

Penelitian Terdahulu

Darwanto (2007) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,

Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali Tahun 2004-2005

dengan alasan ketersediaan data. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa

variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi

Umum berpengaruh secara signifikan terhadap variable Belanja Modal. Situngkir
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(2009) meneliti pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap
Belanja Modal dengan mengambil sampel penelitian di Pemkab Sumatera Utara.
Hasil penelitian tersebut variable Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh
signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan variabel PAD, DAU, dan DAK
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pada penelitian yang lainnya menurut Wandira (2013), yang meneliti
pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian
Belanja Modal pada pemerintah provinsi se-Indonesia dengan populasi
penelitiannya adalah Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang terdiri dari 33
Provinsi tahun 2012. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa DAU
dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja
modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan
terhadap belanja modal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini
menggunakan penelitian berbentuk deskriptif. Variabel yang digunakan adalah
variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal (BM).
Sampel pemerintahan yang diteliti adalah keuangan pemerintahan Kota Bengkulu

yang dalam hal ini melihat Ringkasan Perubahan APBD tahun 2008-2012.

22



2.3  Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan

penelitian, dan landasan teori yang telah dikemukakan diatas maka kerangka

penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli
Daerah
(PAD)

Dana Alokasi
Umum

(DAU)

Dana Alokasi Keuangan
Khusus Daerah Kota
(DAK) Bengkulu

A 4

Dana Bagi Hasil

(DBH)

Pengalokasian
Belanja Modal
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BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1  Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono
(2012:21) menyatakan bahwa “Metode deskriptif adalah metode yang digunakan
untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak
digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. Tujuan dari penelitian
deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual
dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang
diselidiki.
3.2 Defenisi Operasional
Operasionalisasi variabel adalah suatu data cara untuk mengukur konsep
dan bagaimana caranya sebuah konsep harus diukur sehingga variabel-variabel
yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu variabel yang dapat
menyebabkan masalah lain dan variabel yang situasi dan kondisinya tergantung
dengan variabel lain.
a) Belanja Modal
Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal
meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan,
peralatan dan aset tak berwujud. Variabel belanja modal dapat diukur

dengan:
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Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan
Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan,
Irigrasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya

b) Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, pendapatan Asli Daerah adalah

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam
daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pendapatan asli
daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah
tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam
membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil
ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah
terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Variabel pendapatan asli daerah diukur dengan rumus:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan +
Lain-lain PAD yang Sah

c¢) Dana Alokasi Umum
Dana alokasi umum adalah transfer yang bersifat umum dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan
horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan

antar daerah. Dana alokasi umum untuk masing-masing kabupaten/kota
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dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi

APBD.

d) Dana Alokasi Khusus

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah
daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan
daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban
biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.
Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan,
pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik
pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya
pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat
meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja
modal (Ardhani, 2011).

Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang Undang No. 33 Tahun 2004, Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana bagi hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi

hasil bukan pajak (sumber daya alam).
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3.3  Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis data sekunder.
Data sekunder merupakan jenis data penelitian yang diperoleh secara tidak
langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)
yang umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang disusun dalam
arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data-data yang digunakan
oleh penulis dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Badan Pemeriksa
Keuangan RI di http://www.bpk.go.id, Badan Pemeriksaan Keuangan RI
Perwakilan Provinsi Bengkulu dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada
pemerintahan Kota Bengkulu, yang terkait dengan penelitian.
3.4  Metode Penetapan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi
dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota
Bengkulu, tahun anggaran 2008-2012. Menurut Sugiyono (2012), sampel adalah
bagian dari jumlah dan karakterisktik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Adapun teknik yang digunakan adalah Non Probability Sampling dengan
pendekatan Purposive Sampling, vyaitu teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu sesuai dengan objek penelitian. Sampel dari penelitian ini
adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Ringkasan Perubahan APBD Berdasarkan
Rincian Obyek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan pemerintah Kota Bengkulu,

tahun anggaran 2008-2012. Tujuan penentuan sampel ini adalah untuk
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mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja

Modal pada Pemerintah Kota Bengkulu. Pertimbangan pemilihan sampel tersebut

adalah sebagai berikut:

1.

Kemudahan dalam memperoleh data yang berhubungan

dengan penelitian.

Laporan Realisasi Anggaran Keuangan dan Ringkasan Perubahan
APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja Dan
Pembiayaan pemerintah Kota Bengkulu, lima tahun terakhir, akan
memberikan  gambaran  terbaru  mengenai  perkembangan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dan
Belanja Modal sehingga dapat terlihat pertumbuhan dari masing-

masing variabel tersebut.

Periode tersebut lebih relevan dengan keadaan atau situasi
sekarang untuk dilakukannya penelitian, sehingga hasil

penelitian yang didapat lebih akurat.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode 2008-2012

tersebut, telah diaudit.
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3.5  Metode Analisis Data

Jenis rancangan penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk
deskriptif, dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau
karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan atau
selama kurun waktu tertentu untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai

status terakhir dari subyek penelitian.

Penelitian ini, akan menganalisis bagaimana Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi
Hasil (DBH) dan Belanja Modal pada pemerintahan Kota Bengkulu periode 2008-
2012. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan beberapa ketentuan yang
berlaku salah satunya seperti jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam
APBD sekurang-kurangnya 29% dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan
Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014. Jadi akan
dilihat apakah pengalokasian belanja modal pada pemerintahan kota Bengkulu
periode 2008-2012 sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu
sekurang-kurangnya 29% dari belanja daerah. Selain itu, juga akan dianalisi
bagaimana PAD, DAK, DBH, dan Belanja Modal pada pemerintahan kota
Bengkulu periode 2008-2012, apakah menalami kenaikan atau mengalami

penurunan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya.
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